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Motto Dan Persembahan 

“Bismillah,  Alhamdulillah ” 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” (Al-Baqoroh : 286) 

“Sesungguhnya Jika kamu bersyukur, Niscaya Aku akan menambah (nikmat) 

kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 

sangat berat)”. (Ibrahim:7) 

“Dan milik-Nya apa yang di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya 

tunduk”. (Ar-Rum : 26) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang penuh akan budaya dan tradisi 

serta adat istiadat, Lingkungan masyarakat yang berbeda-beda memberikan 

peluang besar untuk sector kejahatan yang sangat kuat, kejahatan di 

Indonesia memiliki ragam macam bentuk yang tersebar. Permasalahan yang 

tersebar di Indonesia menjadi suatu satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan 

hal ini menyisakan cerita yang tragis bagi generasi penerus bangsa 

Indonesia yaitu anak-anak. Anak-anak dengan berbagai permasalahan yang 

ada menjadikan mereka anak-anak yang penuh akan tekanan dan beban 

kehidupan, yang inilah menjadi awal dari mereka melakukan perbuatan 

yang tak semestinya atau perbuatan yang melanggar norma atau melanggar 

hukum. 

Yang dimaksud dengan anak adalah “Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan ”1.  Anak yang melanggar norma hukum biasa disebut anak 

nakal oleh sebagian masyarakat, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( untuk selanjutnya  

disebut UU No.11 Tahun 2012 ) anak yang melanggar norma hukum disebut 

anak yang berhadapan dengan hukum. Bab 1  Pasal 1 butir 2 UU No.11 

 
 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
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tahun 2012  dikatakan bahwa : “ Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ”2. Dan dalam 

Pasal 1 butir 3 UU ini dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan 

hukum adalah “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana “. Dan apabilan dikaitkan dengan Undang-Undang no. 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, maka status anak nakal tersebut berdasarkan 

putusan pengadilan dapat disebut sebagai anak pidna atau anak negara. 

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilanmenjalani 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur18 

(delapan belas) tahun, sedangkan Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan 

putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan 

di Lembaga Pemasyakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 

belas) tahun3. 

Istilah tindak pidana berasal dari 2 istilah yang dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafbaar Feit, kata ini terdiri dari kata Straf, Baar, Feit. Straf 

ditejemahkan sebagai pidana atau hukum, Baar diterjemahkan sebagai 

dapat atau boleh, dan Feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran, dan perbuatan. Telah banyak terjadi tindak pidana yang 

 
 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 3 Bambang Waluyoo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 27. 
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dilakukan oleh anak dibawah umur, sudah tak dipungkiri bahwa nak-anak 

juga telah mampu melakukan tindak pidana. Pencurian, pembunuhan,  

ekploitasi, bullying, dan lain sebagainya. Yang sering terjadi dalam 

lingkungan anak-anak kebanyakan merupakan kasus yang tidak terlalu 

berat, karena anak-anak tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun 

anak juga mampu melakukan hal tersebut karena desakan keadaan 

lingkungannya. Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi 

24 :  

1. Dari sudut teoritis  

Dibagi menjdi tiga, yaitu : a. perbuatan, b. yang dialarang 

(oleh aturan hukum), c. ancaman pidana (bagi yang 

melanggar aturan atau larangan). 

2. Dari sudut Undang-Undang 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disebut KUHP) ada 11 unsur tindak pidana : a. unsur tingkah 

laku, b. unsur melawan hukum, c. usur kesalahan, d. unsur 

akibat konstitutif, e. unsur keadaan yang menyertai, f. unsur 

syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, g. unsur syarat 

untuk memperberat pidana, h. unsur syarat tambahan untuk 

dapatnya dipidana, i. unsur objek hukum tindak pidana, j. 

 
 4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 

79-82. 
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unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, k. unsur syarat 

tambahan untuk memperingat pidana. 

 Dilihat dari unsur-unsur diatas, maka diketahui bagaiaman cara 

merumuskan suatu tindak pidana :  

1) Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi dari tindak pidana,  

a. Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman 

pidana,  

b. Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan 

mencantumkan ancaman pidana,  

c. Hanya mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur 

dan mencantumkan ancaman pidana),  

2) Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan dengan cara 

formil (pada tundak pidana formil), dan dengan cara materil (pada 

tindak pidana materil)5. 

Dalam hal pemberian sanksi terhadap anak-anak yang 

melakukan tindak pidana disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, system sanksinya menganut 

Double Track System (sanksi pidana dan sanksi tindakan). Sanksi yang 

dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam ini tentang 

Sitem Peradian Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai 

tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, Anak yang 

 
 5 Ibid., hlm.116. 
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belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 

69)6. Sanksi pidana (pidana pokok) terdiri atas, a. pidana peringatan; b. 

pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan 

masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam 

lembaga; dan e. penjara. Sedangkan sanksi tindakan  terdiri atas, a. 

pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. 

perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban 

mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; 

dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana7. 

Proses pengadilan pada anak berbeda dengan proses pengadilan 

terhadap orang dewasa, pengadilan anak diatur sejak tahun 1997 yaitu 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak (sekarang menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2012)8. 

Peradilan anak merupakan Pengadilan Khusus, Pengadilan Khusus adalah 

pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang 

diatur dalam undang-undang (Pasal 1 (ayat 8))9. Pada pengadilan ini hakim 

yang ditugaskan juga merupakan hakim khusus anak, Hakim adalah hakim 

 
 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 7 Ibid. 

 8 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

2005, hlm.21. 

 9 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Anak10, selain hakim bertugas sebagai penegak keadilan, hakim juga 

sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar anak tidak merasa bahwa 

masa depannya berhenti sampai disana saja, namun hakim juga harus 

mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan tanpa 

ketakutan atau trauma11. Semua pihak yang berhubungan dengan kasus anak 

berhadapan dengan hukum, maka mereka semua harus orang-orang yang 

paham dan mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam kasus tersebut. 

Mulai dari hakim, jaksa penuntut umum, penyidik, pengacara atau pembela 

anak, ruang persidangan khusus anak, dan system peradilan harus sesuai 

dengan mekanisme tentang pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan 

Anak. 

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semuanya mendapatkan 

hukuman pidana atau pun tindakan dalam proses pengadilan pidana, karena 

dalam kasus anak melawan hukum kasus anak dapat diselesaikan dengan 

proes diluar pengadilan, daan proses itu dikenal dengan istilah Diversi 

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana”12. Dalam hal ini perlindungan 

terhadap anak harus atau hendaklah sama dengan perlindungan terhadap 

orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan 

hukum (equality before the law)13. Dalam proses diversi kesamaan 

 
 10 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 11 Ariansyah (02071001095), Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Batas Maksimal 

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, 2014, hlm.7 

 12 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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dihadapan hukum sangat diutamakan karena mengingat anak-anak adalah 

generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak asasi nya dimata hukum. 

Mengingat anak-anak sangat mudah terganggu sikis nya, oleh karena itulah 

penegakan hukm terhadap anak harus sesuai dengan tata cara penegakan 

hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak.agar anak-anak 

mendapatkan hak dan hukuman yang sesuai dan tepat. Mendudukan semua 

orang yang terlibat dalam tindak pidana, atau hubungan dengan tindak 

pidana tersebut. Proses ini disebut restorative justice14, “Keadilan Restoratif 

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan15. 

Dalam hal ini, tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana 

pembunuhan. Tindak Pidana ini digolongkan tindak pidana berat karena 

telah menghilangkan nyawa seorang. Tindak pidana pembunuhan memang 

kerap terjadi dilingkungan masyarakat, dan biasanya pembunuhan 

dilakukan oleh orang dewasa. Baik dewasa secara berfikir ataupun 

bertindak, namun itu semua tak selalu terjadi pada orang yang sudah dewasa 

 
13 Azward Rachmad Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum Dalam Sistem Petadilab Pidana”, 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf

, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 18. 

 14 Novi Edyanto, “Restroative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum”, 

http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/8/5,  Jurnal Ilmu Kepolisian, 

Vol.11, No.3, Desember 2017,hlm.41. 

 15 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf
http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/8/5
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saja. Anak dibawah umur pun dapat melakukan hal tersebut. Seseorang 

dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) 

menikah16. Namun menurut Yurisprudensi Nomor 447 Mahkamah Agung 

menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Serta  

dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 (perubahan atas 

Undang-Undang No.1 tahun 1974) dalam pasal 50 ayat 1, dan  dalam Pasal 

1 ayat 1 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 (tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Batasan 

usia dewasa sudah diatur sedemikian rupa, namun tidak mencegah anak-

anak melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pidana pembunuhan.  

      Sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan 

dikenakan sanksi atau hukuman pidana penjara paling lama lima belas 

tahun. Akankah anak dibawah umur juga mendapatkan hukuman yang 

sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, jika tidak sesuai maka sanksi apa 

yang tepat diberikan pada sang anak.  

Seperti beberapa kasus dibawah ini, dimana anak melakukan tindak 

pidana pembunuhan. Seperti dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Baturaja Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bta, Putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Singkawang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skw. 

Kasus pertama yang telah mendapat putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Baturaja, dimana kasus yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering 

 
 16 Pasal 330  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
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Ulu, yaitu pada hari jumat tanggal 20 September 2019 Pukul 00.30 WIB 

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2019, 

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang  lain yaitu Anak Korban.  

Dimana telah terjadi perkelahian antara Anak I bersamaan dengan 

Anak II dengan Anak Korban, yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa 

dari Anak Korban. Kejadian bermlua dengan pecekcokan serta perkelahian, 

dimana puncak dari perkelahian tersebut adalah  hilangnya nyawa Anak 

Korban saat Anak I menusukan senjata tajam jenis bayonet yang telah dia 

siapkan sebelumnya. 

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2019 pukul 09.00 Wib 

Anak Korban Nanda Saputra ditemukan oleh warga masyarakat dengan 

keadaan sudah meninggal dunia dibawah tebing pinggir sungai Ogan Jalan 

Baturaja Prabumulih Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten 

Ogan Komering Ulu17. 

Kasus selanjutnya yang telah mendapat putusan hakim Pengadilan 

Negeri Singkawang, Bahwa para Anak Pelaku I FERNANDO Alias 

NANDO Bin KARTIKA YUDA, Anak Pelaku II EDI FEBRIANDI Alias 

ASAN Alias ACUT Anak TJHIN KET KHIONG, Anak Pelaku III CHIN 

JIMING Anak BONG NYIT FAT dan Anak Pelaku IV HONGKY Alias 

HONGKY Anak CHAI KIAN MIN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 

 
 17 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bta 
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sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 

bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada satu waktu lain masih dalam 

tahun 2019.  

Bahwa kejadian berawal ketika terjadi pertengkaran melalui 

Facebook antara Anak Korban dengan Anak Pelaku IV. Bahwa kemudian 

Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV 

bertemu dengan Anak korban, kemudian terjadi perkelahian antara Anak 

Pelaku dengan para Anak Pelaku dimana awalnya perkelahian tersebut 

dengan menggunakan tangan kosong, namun karena Anak Korban bertubuh 

besar dibanding dengan tubuh para Anak Pelaku saat itu para Anak Pelaku 

merasa kewalahan. kemudian Anak Pelaku I mengambil 1 (satu) batang 

kayu yang disimpan di sepeda motor Anak Saksi dan memukul Anak 

Korban yang mengenai kepala bagian belakang anak korban18. 

Dari uraian beberapa kasus diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana 

pertanggungjawaban anak dalam hal tersebut. Untuk itulah penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA OLEH 

ANAK DIBAWAH UMUR (PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS 

ANAK/2019/PN BTA & PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS 

ANAK/2019/PN SKW). 

 
 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/ PN Skw 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana 

pembunuhan  secara bersama? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana pembunuhan secara bersama? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana 

pembunuhan secara bersama. 

2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi  yang tepat diberikan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan 

secara bersama. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun manfaat penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 
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Dari hasil penelitian semoga dapat memberikan pengetahuan mengenai 

bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 

pembunuhan, serta hasil penelitian ini nantinya akan memberi manfaat 

pada saat penjatuhan sanski terhadap anak khususnya anak pelaku 

tindak pidana pembunuhan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkam dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan para 

penegak hukum dalam hal penyelesaian kasus kejahatan tindak 

pidana khususnya pembunuhan 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap 

aparat penegak hukum mengenai pemberian sanksi terhadap 

anak pelaku tindak pidana pembunuhan. 

c. Memberikan masukan dan pelajaran bagi penulis mengenai 

lingkup myang dibahas dalam penelitian ini. 

E. Ruang Lingkup 

Mengingat dan dilihat bahwa luasnya cangkupan tindak pidana yang 

dilarang di Indonesia dan juga untuk menjawab semua permasalahan yang 

ada diatas. Maka, diperlukan suatu pembahasan pada satu ruang lingkup 

saja, yaitu hanya pada bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap anak 

pelaku tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pertanggungjawabannya, 

dilihat dari kasus yang telah terjadi. 

F. Kerangka Teori 
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Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam hukum tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan 

dengan dasar  untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku 

pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat 

pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam setiap 

hukum terdapat norma yang dikaitkan dengan sanksi, baik hukum 

pidana, perdata, administrasi, dll. Dalam hal ini norma yang dikaitkan 

dengan sanksi hukum pidana anatara lain : pidana mati, pidana penjara, 

pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda, dan juga ditambah 

dengan pidana tambahan tertentu. 

Pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pelaku 

pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan 

sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatutindakan yang 

terlarang(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan 

atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat 

melawan hukum (dan tidak ada pebiadaan sifat melawan hukm atau 

rechtvaardigingsgrond atau alas an pembenar). Dan dilihat juga dari 

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang 
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“mampu bertanggung jawab” yang dapat dimintakan 

pertanggungjawab-pidanakan.19 

2. Teori Pemidanaan 

Golongan pokok dalam alasan pemidanaan digolongkan menjadi tiga : 

1) Teori Pembalasan 

 Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena 

seseorang telah melakukan tindak pidana. Beberapa ahli yang 

menyarankan teori ini antara lain : Immanel Kant, Hegel, Thomas 

Aquinas. 

2) Teori Tujuan 

 Teori ini didasarkan pada pandangan kepada bagaimana 

maksud dari pemidanaan, yaitu untuk memberikan perlindungan 

kepada masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Yang 

artinya bahwa teori ini dipertimbangkan juga untuk pencegahan 

dimasa yang mendatang. Ahli yang menyarankan teori ini adalah 

: Paul Anselm van Feurbach. 

3) Teori Gabungan  

 Teori gabungan adalah perpaduan antara teori pembalasan 

dengan teori tujuan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah 

bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk 

masa yang akan dating, karena pemidanaanharus dapat memberi 

 
 19 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar, (Bandung, Refika Aditama 

2011), hlm. 113 
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kepuasan bagi semua pihak, hakim, pelaku itu sendiri, dan juga 

bagi masyarakat. Ahli yang menganut toeri ini anara lain : 

Binding, Herbert L. Packer.20 

3. Teori Deelneming 

 Pada Bab V KUHP, mengatakan bahwa penyertaan atan deelneming 

memiliki makna yaitu ada dua atau lebih pelaku yang melakukan tindak 

pidana atau dengan kalimat lain bahwa ada dua orang atau lebih yang 

melakukan sebuah tindakan yang dapat mewujudkan sebuah tindak 

pidana. Didalam KUHP sendiri tidak menyebutkan pengertian secara 

eksplisit tentang delik penyertaan atau Deelneming Delicten, akan tetapi 

didalam pasal 55 KUHP menyebutkan tentang pembuat (Dader) maupun 

sebagai pembantu (medeplichtige). 

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa :  

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana. 

 Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan 

dan yang turut serta dalam perbuatan; 

 Ke-2. Mereka yang dengan memberi tau menjanjikan 

sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan 

oranglain supaya melakukan perbuatan. 

 
 20 Ibid, hlm. 141 
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2. Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja 

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya 

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa yang membantu dalam tindak pidana 

atau membantu agar tindak pidana terlaksana (Medeplichtige) dapat 

disebut penyertaan. 

   Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu 

kejahatan dilakukan; 

   Ke-2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, 

sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu : 

1. Pembuat (dader), yang terdiri dari mereka yang : 

a. Melakukan (plegen); 

b. Menyuruh melakukan (doen plegen); 

c. Turut serta melakukan (medeplegen); 

d. Menganjurkan melakukan (uitlokken). 

2. Pembantu kejahatan (medeplichtige) (Pasal 56). Membantu  

melakukan pelanggaran (overtrading) tidak dipidana (Pasal 60). 

 Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak 

pidana lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa 

pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus 

dicari pertanggungjawaban masingmasing orang yang terlibat dalam 
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perisitwa tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing 

sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.21 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penlitian yang bersifat 

yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan 

penelitian perpustakaan. Disebut dengan hukum doktriner karena penelitian 

ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis dalam hal ini perundang-

undangan22. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data hanya dari 

norma hukum, perundang-undangan, dan studi Pustaka. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach ) dan 

pendekatan kasus ( case approach ). Pendekatan perundang-undangan 

adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi 

focus sekaligus tema sentral penelitian, sedangkan pendekatan kasus adalah 

salah satu jenis pendekatan yang peneliti mencoba membangun argumentasi 

hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan23. 

 
 21 Ibid, hlm. 160 

 22 Parta Setiawan, “ Metode Penelitian Hukum- Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, 

Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-

hukum/, diakses pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 19.10 WIB 

 23 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 21 

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
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Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian undang-

undang, agar penulis dapat mengetahui tentang bagaimana penerapan sanksi 

dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan oleh 

anak dibawah umur. 

3. Sumber dan Bahan Penelitian 

Sumber dan bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan 

hukum primer yang digunakan yaitu : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi 

informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer. Seperti 

Doktrin, Yurisprudensi dan asas-asas hukum pidana yang 

berhubungan dengan penelitian dalam hal ini khususnya 

pembunuhan. 

c. Bahan Hukum Tersier 
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Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan 

untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan 

tersier yang digunakan berupa bantuan dengan bacaan-bacaan 

berupa kamus, media dan buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan didalam penelitian ini 

adalah studi perpustakaan dan putusan hakim, studi kepustakaan 

digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam hal ini 

buku-buku yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini. Selain itu 

penulis membahas tentang putusan hakim yang bersifat mengikat untuk 

dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh 

penulis. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan analisis kualitatif, dimana penelitian ini 

menjadikan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup yang berkembang 

dalam masyarakat sebadai dasar. 

6. Penarikan Kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian 

adalah Teknik berfikir induktif, penalaran induktif dilakukan terhadap 

peristiwa dimana diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan 

khusus yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Baik secara 

generalisasi, analogi, dan juga sebab akibat24 

 
 24Rismarhaesa,  “Pengertian penaralaran, deduktif, dan induktif beserta contoh dan ciri-
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